
BERITA

NOMOR 76

DAERAH

KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 201O

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 68 TAHUN 2OtO

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN PADA DINAS PENDIDIKAN

BUPATI CIANJUR,

Menimbang

Mengingat

'. a.

b.

:1.

bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas pendidikan

di bidang penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan, sesuai dengan

kebutuhin'daiam miningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu

dibentuk Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan;

bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 04

Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan'

pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan

iermaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerati Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara

Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

purwaiarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembenhrkan Daerah-Daerah Kabupaten

bJu. ringtungai Propinsi bjawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia fuh* 1SOS Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851)l

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197 4 tentang Pokok-pokok-- f"p"g;'*ui* (Lembaran Negara Republik Indone-sia Tahun 1974

No.o'. SS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1O+i; t"Uugui*ana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43

Tahun 199i tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun

ili+ t"nt*g Pokoi-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia iatrun tggg Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah- 
fl".Uit"t Nelara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125'

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Jagaimana telah beberapakali diubah te9khlr- dengan Undang-

Undirg Nomor tZ fafrun ZOOS tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

nffi; Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

1i.-Ui.utt Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59'

iambahan Lem6aran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);



F's

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara' 
pemeri-ntah puiat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan

DaerahKabupaten/Kota(LembaranNegaraRepubliklndonesia200TNomor82'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman 
-Organisasi

PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun200TNomor89,
Tambihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

8.PeraturanDaerahKabupatenCianjurNomor03Tahun2003tentangUrusan
pemerintahan Daerah (Lembaran Daeiah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri

D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi

PemerintahanDaerahdanPembentukanorganisasiPerangkatDaerahKabupaten
Cianjur(LembaranDaerahKabupatenCianjurTahun2008Nomor0TSeriD)
sebalaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan D-aerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang organisasi

Pemerintahan Daerah dan Pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Cianjur(I-embaranDaerahKabupatenCianjurTahun20l0Nomorl0SeriD);

10. Peraturan Bupati cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja

Unit Org*i.u.i Di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur

Nomor 04 Tahun 2009);

MEMUTUSKAN:

MenCIAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH. 
MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGTINAN PADA

DINAS PENDIDIKAN.

Pasal 1

(1)DenganPeraturanBupatiini,dibentukSekolahMenengahKejuruanPertanian
Pembangunan (SMK-PP).

(2) Status kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan sebagaimana

dimaksud ayat [), adalah Unit pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerj a Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian ..P.embangunan
,.U-ugui.unu ai-aksud Pasai 1, akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 3

Biaya operasional pelayanan pada Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan

",r"1,t"4, 
AibeUairtan kepaia Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau

''.t"'g""lainyangsahsesuaidenganketentuandan/atauperatulanperundang-undanganyang berlaku.

Pasal 4

(l) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka- segala ketentuan dan/atau peraturan

peru'ndang-undangan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku'



(2) Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan

ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI CIANJUR,

Caplttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal lJ Dcsember 2010

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANruR TAHUN 2O1O NOMOR 76.


